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RINGKASAN

pendapatan yang masuk di setiap kas daerah tentunya yang paling besar
bersumber dari pajak karena setiap tahunnya pajak selalu meningkat bahkan nyaris
tidak pernah turun, karena pajak sendiri memberi kontribusi yang sangat besar
kepada pemerintah daerah. Tetapi sampai detik ini pengumpulan pajak atau berupa
realisasi pajak daerah jika dibandingkan dengan target yang sebenarnya realisasinya
sangat kecil dibandingkan dengan target setiap tahunnya tidak pernah mencapai
100%.

Hasil penelitian membuktikan bahwa strategi peningkatan penerimaan
pendapatan Pajak Daerah dengan intensifikasi dan ekstensifikasi pada Kabupaten
Pasuruan yaitu petugas pajak memberikan pelayanan terbaik melalui pelayanan
langsung dan online (e-Filing) sehingga tidak adanya antrian, sosialisasi
perpajakan, penerapan tax amnesty, adanya sanksi pajak sehingga Wajib Pajak
patuh dalam membayar pajak dan petugas pajak membantu wajib pajak dalam
mengisi SPT sehingga terjadi kemudahan dalam pembayaran pajak.

Kata Kunci: Pajak Daerah, Strategi, SWOT



BAB 1
PENDAHULUAN
1.1.Latar Belakang

Dalam membantu pelaksanaan otonomi daerah yang diberikan tanggung
jawab kepada daerah agar bisa mengatur dan mengelola daerah setempat. Dalam
bidang pengelolaan tentunya harus bekerja lebih ekstra dan fokus pada tujuan yang
direncanakan oleh daerah agar bisa efektif dan efisien. Dalam mengambil
keputusan merupakan kunci dasar dalam menjaga sumber daya alam dengan baik
yang berada di daerah masing-masing karena sumber daya alam merupakan sesuatu
yang akan habis atau pun tidak permanen. Pemerintah harus cerdas agar tidak
mengurangi sumber daya alam dengan mencari sumber lain untuk membantu
Pendapatan Asli daerah (PAD).

Untuk menjalankan semua peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah
daerah dalam bentuk fiskal, dari berbagai daerah harus mencari tahu potensi apa
saja yang bisa berkontribusi untuk pendapatan yang akan dimiliki. dalam
pemerintahan harus teliti mengenai pendapatan yang masuk ke kas daerah dari
mana saja, khususnya dalam proses pembiayaan atau beban pemerintah dan
pembangunan di setiap daerah yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Hal ini semakin banyaknya pendapatan maka peraturan yang ditetapkan oleh daerah
ketat disertai pengalihan personil, peralatan, pembiayaan dan dokumentasi (P3D)
ke daerah.

Pendapatan yang masuk di setiap kas daerah tentunya yang paling besar

bersumber dari pajak karena setiap tahunnya pajak selalu meningkat bahkan nyaris



tidak pernah turun, karena pajak sendiri memberi kontribusi yang sangat besar
kepada pemerintah daerah. Tetapi sampai detik ini pengumpulan pajak atau berupa
realisasi pajak daerah jika dibandingkan dengan target yang sebenarnya realisasinya
sangat kecil dibandingkan dengan target setiap tahunnya tidak pernah mencapai
100%.

Menurut Mahmudi (2010:16) “apabila kita membandingkan dengan sektor
bisnis, sumber pendapatan yang relatif stabil dan tidak pernah berkurang yakni
dilihat dari sumber pendapatan pajak daerah, karena dari semua pendapatan
tersebut sudah ditetapkan melalui peraturan perundang-undangan yang bersifat
permanen dan dipaksakan. Sedangkan permasalahan yang terjadi pada sektor bisnis
sumber pendapatannya selalu berubah-ubah karena selalu dilihat dengan
pemasukan yang diperoleh dari hasil produksi sehingga bisa dikatakan sektor bisnis
tidak tetap pendapatannya”.

Usaha yang akan dilakukan untuk meningkatkan semua pendapatan yang
ada di daerah tersebut yakni dengan menggali semua potensi yang ada agar bisa
berkontribusi besar kepada pemerintah daerah dalam menyumbang atau membiayai
semua pengeluaran pemerintah. hal ini sudah dijalankan oleh pemerintah kabupaten
Pasuruan dengan berbagai cara agar bisa meningkatkan Pendapatan Asli Daerah
(PAD) yang bersumber dari pajak daerah. adapun berbagai macam jenis daerah
yang terdiri atas dua jenis yaitu penerimaan pajak daerah, retribusi daerah serta hasil
kekayaan yang disahkan oleh pemerintah.

Pada tahun 2010 pemerintah daerah khususnya di kabupaten Pasuruan

menambah daftar pajak yakni pajak air dan tanah, pajak restoran yang ditambah



dengan pajak katering, pajak hotel ditambah dengan pajak rumah pondokan. sangat
penting bagi pemerintah daerah untuk melakukan pemungutan pajak agar bisa
menambah penghasilan melalui Pendapatan Asli Daerah (PAD) maka dari itu
kabupaten Sleman sangat berusaha untuk melakukan penagihan pajak secara
transparan dan profesional karena sudah ditetapkan dalam peraturan undang-
undang agar bisa mencapai target dan bisa terealisasi.

Untuk meningkatkan kemampuan pendapatan pemerintah agar bisa
mendukung otonomi daerah, tentunya pemerintah melakukan berbagai strategi
yang tepat melalui peraturan pajak daerah, diantaranya dengan menetapkan UU No.
28 Tahun 2009 “Pajak daerah dan retribusi daerah”. Dalam penetapan peraturan
tersebut diharapkan agar bisa mendorong semua pemerintah daerah untuk
mengawasi PAD  lebih khususnya Pajak daerah dan retribusi daerah. dari
permasalahan ini pemerintah daerah Pasuruan harus lebih ketat untuk mencari
berbagai potensi dalam daerah tersebut. Baik secara langsung maupun penerimaan
yang baru dilakukan. cara ini yang bisa dilakukan agar penerimaan pajak bisa
efektif dan efisien.

Dari permasalahan yang dijelaskan, maka peneliti tertarik untuk melakukan kajian
dengan judul “Strategi Peningkatan Penerimaan Pendapatan Pajak Daerah

Dengan Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pada Kabupaten Pasuruan”.

1.2. Perumusan Masalah
bagaimana strategi peningkatan penerimaan pendapatan pajak daerah

dengan intensifikasi dan ekstensifikasi pada Kabupaten Pasuruan?



1.3.Tujuan Penelitian
untuk mengetahui strategi peningkatan penerimaan pendapatan pajak
daerah dengan intensifikasi dan ekstensifikasi pada Kabupaten Pasuruan.
1.4.Manfaat Penelitian
1. Manfaat Teoritik
Dari hasil gajian diharapkan menjadi referensi terbaru tentang
kontribusi pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dari
permasalahan ini sebagai informasi yang berguna dan dapat dinikmati oleh
warga yang ada di daerah tersebut. Dari informasi yang akan mendorong
masyarakat dalam membayar pajak.
2. Manfaat Praktis
a. Bagi Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Pasuruan
Sebagai sumbangan pemikiran bagi pemerintah daerah untuk
membuat keputusan dan peraturan agar bisa meningkatkan Pendapatan
Asli Daerah (PAD) khususnya sektor pajak. .
b. Bagi Pihak Lain
Menjadi referensi terbaru untuk peneliti di masa yang akan datang

dengan pembahasan yang sama.
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